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Votume l′ Nomor2′ April September 2017

p― SSN:2460-5689
e―lSSN1 2460-5859

NOTARISSEBAGAIPIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

NO■4RYASA REPORTⅣG PARTyIN THE PuyENrIO.■ roF THE CRIME OF
MCAEyLAINDERIIVG

Kristand Handaッ ml,M.Arief Amrunah,dan Fanny TanuwlJaン 唸
Prograln Studi ICenOtariatan Pasca Sallana Fakultas Hukum unふ ′ersitas lcmber
ll Kalimantan No 37 Jember 68121
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Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Money Laundering (UU PPTPPU) and its implementing regulation, namely Gowrnment Regulation
Number. 4j 0f 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Erad.ication of Monq,
Laund.ering. lt states that adyocates, notaries, oficial certtfer of title deeds/land deed oficials,
accountaflts and Public accountants andfnancial planners as the rePorting parties of ary) suspicious

fnancialtransactions to the authorized institution, in this case, the Financial Transaction Reports
and Analysis Center (PPATK).

Meanwhile, in the Article 16 Paragraph (1) Sub-Paragraph f of Law of The Republic of Indonesia
Number 2 of2014 about the Position of Notary states that in carrying out his post Notary shall: keep

everything on the deed he made and all information obtained in order to manufacture in accordance

with the Deed of oath/ pledge of ofice, unless the statute otherwise provides. there is a contradictory
of laws. On the one hand, UUJN does not regulate the obligation of a notary to report suspected
suspicious fnancial transactions from the client, but on the other hand, the Article 17 Paragraph
(1) and (2) of the PPTPPU Law regulates a stipulations ofthe reporting Party and its imPlementing
regulation namely Governmnet Regulation Number 43 of 2015 Article 3 states that adyocates,

notaries, oficial certifer of title deeds/land deed oficials, accountants and. public accountants and

fnancial planners as the reporting parties in the prevention of money laundering-

Keywords: Notary, Reporting Party, Preyention of Money Laundering Crime.

Pendahuluan

Tindak Pidana Pencucian Uang at at money laundefi,?g merupakan proses menyem-

bunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan

penghilangan jejak, sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-
keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. fujuan utama dilakukannya
jenis kejahatan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan, baik bagi individu maupun
kelompok yang melakukan kejahatan tersebut.

TindakPidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang tidak hanya mengancarn

stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapijuga dapat membahayakan

sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu,
Tindak Pidana Pencucian Uang dilarang dan sangat merugikan masyarakat.

Modus operandi dengan menggunakan fasilitator profesional, adalah munculnya
sekelompok fasilitator pencucian uang yang profesional. Profesi ini meliputi solicitors
(pengacara), attorneys (kuasa hukum), accountants financial adyisors (ahli akuntansi
keuangan), notaries (notaris) danJiduciaries (pegadaian) lainnya yang memberikan jasa-

jasanya untuk membantu menyalurkan keuntungan-keuntungan yang diperoieh dari
kejahatan.t Para profesional inilah yang kemudian dikenal dengan istllah gatekeeper dalam
tindak pidana pencucian uang. 'z I stilah gatekeeper disepakati oleh praktisi dan akademisi

dunia sebagai profesional dibidang keuangan dan hukum dengan keahlian, pengetahuan

dan akses khusus kepada sistem keuangan global yang memanfaatkan keahlian mereka

r Sutan Remy Siahden|2004, Seluk BelukTindakPidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme,
PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: hal. 18 20

2lbid.}Ial.73l
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untuk menyembunyikan hasil rindak Pidana pencucian uang. Menurut pendapat Habib
Adjie, gatekeeper adalah orang-orang \-ang memp un)-ai pengetahuan dan keahlian khusus.
Gatekeeper menjadi sangat penting dalam upava pengembalian aset-aset negara yang
telah dicuri oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang.j

Mengingat karakteristik yang demikian, maka didirikanlah Financial Action
Task Force on Money Launderlng (selanjutnya disingkat FATF) oleh negara-ne gara yang
tergabung dalam kelompok G-7 di Paris, Perancis pada tahun 1989 yang terdiri atas
Kanada, Perancis, |erman, Italia, |epang, Inggris dan Amerika Serikat. FATF merupakan
badan antar pemerintahan yang bertujuan untuk membangun kerjasama internasional
dalam menghadapi jenis kejahatan pencucian uang. FATF telah mengeluarkan
standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan
pemberantasan tindakpidana pencucian uang. Salah satu tugas dari FATF adalah membuat
rekomendasi-rekomendasi yang dapat membantu pemerintah negara-n egara to implement
efectite anti-money laundering programmes. Kebutuhan itu untuk meng-couer seluruh
aspek yang relevan dengan upaya memerangi money launderingyang diwujudkan daiam
lingkrry the Forty FATF Recommendation. FATF telah setuju untuk mengimplementasikan
dan semua negara dianjurkan untuk mengadopsinya.a

Berdasarkan Rekomendasi IATF, profesi seperti pengacara, notaris, profesi hukum
lainnya dan akuntan diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan jika atas
nama atau untuk klien. Mereka melakukan suatu transaksi keuangan berkaitan dengan
kegiatan-kegiatan yang diatur dalam rekomendasi nomor l2 (hurufd). pengacara, notaris,
profesi hukum mandiri lainnya dan akuntan jika mereka mempersiapkan atau melakukan
transaksi untuk kliennya tentang kegiatan-kegiatan sepertijual beli real estate, mengelola
uang, saham atau asset lainnya milik klien, manajemen bank, tabungan atau saham,
organisasi kontribusi untuk pendirian perusahaan dan jual beli badan usaha.t

Dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana
Pencucian uang, pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan per-wakilan RakTat telah
membentuk Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang (selanjutnya
disingkat dengan UU PPTPPU), Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122, yarrg
mencabut undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 T entangTindak pidana pencucian
Uang, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang perubahan atas Undang_
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana pencucian Uang.
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3 Habib Adjie,20l4, Mokalah 'Apakah Tepat Notaris/PPAT Dikualifikasikan sebagai Garekeeper
dalam TindakPidana Pencucian Uang'idisampaikan dalam seminar: Peran Gatekeeper Dalain pencegahan
Tindak Pidana Pencucian Uang, Sabtu, 1 November 2014, Hotel panorama Jember, hal. g

r M. Arief Amrullah, Tindak Pidana Petlcucian Ilang dalam Perspektif Kejahatqtl Terorgonisasi,
Pencegahan dan Pemberantasannya,Malang: Surr-a pena Gemilang, hal. 19.

5 M. AriefAmrullah,2014, Makalah"Pencegahan Tindakpidana pencucian uang yang Dilakukan
Melalui lasa Gatekeepper di Indonesia'l disampaikan dalam seminar: peran Gatekeeper Dalam pencegahan
Tindak Pidana Pencucian Uang, Sabtu, I Nor.ember 2014, Hotel panorama Jember, hal. 7
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Notaris sebagai Pihak Pelaror daiam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu terobosan hukum baruyang menarikdalam UU PPTppU adalah aca-:- :
paradigmafollow the ntonel, (mengikuti aliran uang). Dengan menggunakan pendeka:--

follow the money, malia uang hasil k e)ahatan (proceed of crime) yangmerlpakan life o.f '!.:: _ -

dari kejahatan6 (dapat diputus.pen). Pendekatan/ollow the money ini akan berjalan ete,--:
jika didukung adanya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang diberikan c..
pihak pelapor ke lembaga yang bentenang, dalam ha1 ini Pusat Pelaporan dan Ana-:,_,
ransaksi Keuangan (PPATK)

Secara yuridis, pengaturan mengenai pihak pelapor terdapat dalam Pasal 17 a'.-:

(1) UU PPTPPU. Pasal tersebut membagi pihak pelapor dalam dua jenis profesi r-a.-:..

Penyedia ]asa Keuangan dan Penyedia Barang dan/atau ]asa lain.

Selanjutnya, Pasal 17 ayat (2) UU PPTPPU menyatakan bahwa ketentuan pih-.
pelapor selain yang sudah diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diatur deng:-=

Peraturan Pemerintah. Oleh sebab itu, pada tanggal23 ]uni 2015 ditetapkan Peratura-
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan ia--
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana yang terseb.::
diatas adalah:

1. menambah jenis penyediajasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventur:.
perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro dan lembag:
pembiayaan ekspor sebagai pihak pelapor;

2. menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik
dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor.

Berdasarkan hasil riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (yans
selanjutnya disingkat PPATK), notaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana
pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaar:
yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan
kerahasiaan hubungan profesi dengan penggunajasat yang diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.s

Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan Financial Action Task Force
(FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan transaksi
keuangan mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa
wajib melaporkan transaksi tersebut kepada Financial lnteligence Urlf (FIU), dalam
hal ini adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat
dengan PPATK).

6 lbid hal7
7 Pasal t ayat ( l2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang menyebu&an bahwa Pengguna lasa adalah pilak yang menggunakan jasa
Pihak Pelapor

3 Penjelasan Peraturan Pemerintah Republiklndonesia Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor
Dalam Pencegahal dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
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Instand Handavani, l!1. Arief Amrullah, dan Fanny Tanuwijaya

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat

dengan UUJN) menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan notaris

yaitu "memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk

akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku'l ha1 ini sebagaimana

tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu "..Notaris

fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan

oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk

menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihada-

pan notaris tersebut" (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sipll973,5 September

1973),

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat ( 1) huruf f UU Nomor 2Tahun 2074

tentang UUIN yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib

merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang

diperolah guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-

undang menentukan lain. Berdasarkan penjeiasan pasal tersebut, kewajiban untuk
merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya

adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Uraian sebagaimana yang sudah penulis kemukakan diatas, terdapat pertentangan

peraturan perundang-undangan. Disatu sisi, UUfN tidak mengatur adanya kewajiban

notaris melaporkan adanya dugaan transaksi keuangan mencurigakan dari klien. Disisi
yang lain, Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur ketentuan

mengenai pihak pelapor, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 3 menyatakan bahwa advokat, notaris dan pejabat pembuat

akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor

dalam pencegahan TPPU.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis mengambil permasalahan untuk dikaji

lebih lanjut sebagai berikut:

1. Apakah kewajiban notaris melaporkan transaks ikeuangan mencurigakan tidak
bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang )abatan Notaris?

2. Apakah rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f
Undang-Undang Iabatan Notaris berlaku mutlak?

3. Bagaimanakah kebijakan formulasi Undang-Undang )abatan Notaris yang

9 Habib Adlic,H′ た′″ Nο″″
`,,′
ο
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Notaris sebagai PiIak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana pencucian Uang

ideal mengenai kerrajiban pelaporan bagi notaris dalam upaya pencegahan dL--
pemberantasan tindak pidana pencucian uang?

Metode Penelitian

Pada pembuatan suatu karya ilmiah, tentu tidak akan terlepas dari metoc:
penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori ata,:
konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.r0 Metoc:
penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yair:
untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Dengan pengkajian tersebu:
diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan memperoleh kesimpula:.
akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh ata,;
menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode penelitiar
dalam karya ilmiah ini adalah Penelitian Hukum Normatif.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

Pembahasan

l. Pertentangan Norma Hukum Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Keuangar,
Mencurigakan Dengan Pasal 16 Ayat (1) Huruf f tJndang-l)ndang labatan Notaris

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UUTPPU) menunjukkan adanva
beberapa kelemahan yang cukup mendasar, sehingga menghambat efektivitas penegakan
hukum tindak pidana pencucian uang dan tindakpidana lainnya melalui pendekatan anti
pencucian uang. Kelemahan-kelemahan dimaksud antara lain masih terbatasnya pihak
pelapor (reporting parties) yangharus menyampaikan laporan kepada ppATK termasuk
jenis laporannya. Upaya itu telah dilakukan oleh Indonesia dengan merumuskan pihak
pelapor itu dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (b) Rancangan Undang-Undang Tindak pidana

Pencucian Uang (RUU TPPU), yaitu "Profesi yang terdiri dari advokat, konsultan bidang
keuangan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akuntan publikltt

Direncanakan dalam Penjelasan RUU TPPU tersebut akan dicantumkan ruang
lingkup transaki yang harus dilaporkan oleh profesi advokat, konsultan bidang keuangan,
notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akuntan publik adalah:

a. Transaksi yang dilakukan menyangkut kegiatan tertentu yaitu:

a) fual beli real estate dan properti;

b) Pengelolaan uang, surat berharga atau harta kekayaan lainnya dari klien;
c) Pengelolaan rekening bank dan perusahaan efek;

r0 Peter Mahmud Marzukt, Penelitian Hukaz, Kencana Persada Group, lakarta, 2010, Hlm. 35
1r M. Arief Amrullah, Makalah, Op Cir hal. 10
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d) Keikutsertaan didalam pembent,lian dan/atau pengelolaan perusahaan atau badan
hukum;

e) Iual beli perusahaan.

b. Khusus untuk advokat dan konsultan keuangan, kegiatan tertentu tersebut diatas
dilakukan "untuk dan atas nama klied'.

Namun, ketika dalam pembahasan di Komisi III DPR-RI rumusan yang diatur
dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (b) tersebut dihilangkan sehingga yang tersisa adalah
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor g Tahun 2010,
bahwa pihak-pihak pelapor meliputi:

a. penyedia jasa keuangan:

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

Peniadaan tersebut tidak sesuai dengan standartyang telah dikeluarkan oleh FATF.
Kendati ketentuan yang mengatur tentang pihak pelapor telah dihilangkan dalam undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pemerintah masih mempunyai sarana sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa
ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain yang sudah diatur sebelumnya dalam pasal 17
ayat (l) dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh sebab itu, pada tanggal23 iuni 2015 ditetapkan peraturan pemerintah Nomor
43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang.

Substansi yang diatur dalam Peraturan pemerintah sebagaimana yang tersebut
diatas adalah:

1. menambah jenis penyediajasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura,
perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro dan lembaga
pembiayaan ekspor sebagai pihak pelapor;

2. menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik
dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor.

Kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh profesi seperti notaris
kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2015
bertentangan dengan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan oleh
notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUlN.rz Hal tersebut
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan
satu sama lain, menjadi isu yang sangat penting dalam penelitian ini, berkaitan dengan
adanya hierarki peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-undangan dalam

rr Pasal 16 ayat (1) huruf f menr-atakan bahrra daram menialankan jabatannya, Notaris wajib
merahasiakan segala sesuatu mengenai -\kta r ang dibuatnr-a dan segala keterangan yang diperolah guna
pembuatan Akta sesuai denga. sumpahiianii iabarar. kecuali undang-undang melentuka.iain.
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suatu negara tidak membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di

dalamnya. Dengan adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku

asas lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generalis, lex posteriori

derogat legi priori.t3

Prinsip legalitas pararel atau ekuivalen dengan sinkronisasi aturan. Sinkronisasi

aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis

tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Cara pengkajian sinkronisasi

aJ]fian yaifit pertama, sink:rontsasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu Perundang-

undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut srata atau hierarki suatu perundang-

undangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horisontal, yaitu mengidentifikasi peraturan

perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama' Ia

Keterkaitannya dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015

dengan UUIN, maka kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak sinkron secara

vertikai. Apabila ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan, maka setiap aturan

hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih

tinggi. Dalam konteks ini berlaku asas hukum lex superiori derogat legi inferiori (hukum

yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah)'

Legalitas suatu Peraturan perundang-undangan dapat ditilik dari hierarki

peraturan perundang-undangan tersebut. Hierarki atau tata urutan perundang-undangan

merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Menurut Pasal 7 ayat

(1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

2. Ketetapan MPR;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden:

6. Peraturan Daerah Provinsi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak menghendaki atau

membenarkan atau membiarkan adanya Pertentangan atau konflik di dalamnya. Dengan

adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku asas lex superior

derogat legi inJeriori, lex specialis derogat legi generalis, lex posteriori derogat legi priori.

Apabila peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai ditinjau dari sudut

strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada, maka dapat diselesaikan dengan

asas hukum Lex Superior Derogat Lex lnferiori (peraturan/undang-undang yang lebih

'r Soedikno Mertokusurlr.o, Mengenal Hukum,\ogyakatta: Libertr',2003, hal 92-94
r! soerjono Soekanto dan sri Mamuji, Penelitian Hukurn NormatiJ, suatu Tinjauan sirlgkat,

Takarta: Ra.jawali Press, 1990, hal.85.

t

1
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tinggi mengesampingkan p eraturan/ undang-undang yang lebih rendah), sehingga UUIN
melumpuhkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

2. Rahasia labatan Notaris Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 16 ayat (1) huruffUndang-

Undang labatan Notaris Bersifut Tidak Mutlak

Konsep kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya

dan segala keterangan yang diperolah guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji

jabatan oleh notaris adalah untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan

kepada notaris bahwa notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua

keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan notaris yang

berkaitan dalam pembuatan akta.

Terdapat 2 (dua) golongan aliran tentang kewajiban menyimpan rahasia. Aliran
pertama adalah aliran absolut, yangberpendirian bahwa semua hal yang bersangkutan

dengan isi akta yang dibuatnya dan rahasia klien mutlak harus dirahasiakan tanPa

pengecuaiian. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan kepentingan negara atau

umum dan tidak berdasarkan logika serta tidak dapat dipertahankan dengan argumentasi

yang sehat. Aliran kedua yaitu ali ran nesbi,yangberpendapat bahwa kewajiban menyim-

pan rahasia dapat dilepaskan apabila ada kepentingan yang lebih tinggi yaitu kepentingan

umum atau negara.

Menurut penulis, sehubungan dengan perkembangan masyarakat, terutama yang

menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di bidangmoney launderingdanupayad am

pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka kebutuhan akan

perlunya pelonggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan klien yang mutlak itu.

Artinya, apabila kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum harus didahulukan

daripada kepentingan klien secara pribadi, maka kewajiban untuk merahasiakan segala

sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolah guna

pembuatan akta harus dapat dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih luas.

Menurut Syaifurrahman dan Habib Adjie tidakberarti bahwa sama sekali tidak ada

pengecualian terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan klien. Menurut pendapat umum

yang berlaku, kewajiban untuk tidak bicara bagi para notaris dikesampingkan dalam

hal-hal dimana terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan

notaris untuk memberikan kesaksian.l5

Sebagai bahan perbandingan, berikut ini akan penulis kemukakan mengenai

kewajiban pemberian keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah (berkaitan

dengan rahasia bank). Penjelasan Pasal40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-

Undang tentang Perbankan) menyatakan: Apabila nasabah bank adalah nasabah penyim-

pan yang sekaligusjuga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan

r5 Syaifurrahman dan Habib Adiie,,1-9ek Pertallggu gjawabatr Notaris Dqlqm Pembuata Akta,

Bandung: Mandar Maju, Juni, hal. 257

一
¨
　

【
一　
　
一
一

Volume l, Nomor 2, April-September 2017 つ
乙

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai
nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib
dirahasiakan.

Dengan demikian, ketentuan Pasal40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 menganut prinsip rahasia bank yang absolut, yang mana bank tidak diperbolehkan
memberikan informasi kepada siapapun yang menyangkut keterangan pribadi dan
rekening nasabah. Karena itu, pelanggaran terhadap nasabah yang wajib dirahasiakan
diancam dengan pidana. Akan tetapi, dalam hal kewajiban memberikan keterangan
untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank untuk kepentingan peradilan
dan permintaan kuasa dari nasabah penyimpan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41,

Pasal 41A dan Pasal 42 serta Pasal 44A Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1998, bank
diperbolehkan memberikan informasi tentang keadaan keuangan nasabah dan keterangan
mengenai simpanan nasabah tersebut.

Ketentuan demikian menunjukkan, bahwa pada prinsipnya kerahasiaan bank itu
tidakboleh dibuka kepada siapapun dengan makud untuk melindungi kepentingan nasa-

bah secara individual. Akan tetapi dalam perkembangannya untuk kepentingan tertentu,
kerahasiaan dimaksud dapat dikecualikan. Ini berarti keabsolutan untuk melindungi
nasabah secara individual telah terkesampingkan untuk kepentingan yang lebih luas.16

3. Kebijakan Formulasi Undang-Undang labatan Notaris yang ldeal Mengenai Kewajiban
Pelaporan Bagi Notaris Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang

Jasa notaris dalam proses pembangunan yang semakin meningkat ini merupakan
salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Notaris memberikan pelayanan hukum
pada masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai
keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.
Notaris mempunyai andil besar dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU karena
kecenderungan profesi notaris menggunakan keahlian yang mereka miliki untukhal-hal
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini tindak pidana
pencucian uang.

Dalam mengungkap praktik pencucian uang di Indonesia, notaris memiliki
peranan yang sangat strategis untuk membantu mengidentifikasi transaksi keuangan yang
tidak wajar/mencurigakan. Oleh karena itu, notaris perlu juga memiliki pengetahuan
mengenai modus operandi atau tipologi,tipologi pencucian uang dan ketentuan-ketentuan
yang berkaitan dengan pencucian uang.

Dalam hal kebijakan formulasi Undang-Undang jabatan Notaris yang ideal
mengenai kewajiban pelaporan bagi notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang, maka penulis memandang perlu adanya kebijakan aturan

16 Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang
Perbankan Dalam PetspektiJ Bank Sebagai Pelaku (Ofender),Yosvakarta. Genta Publishing, 2015, hal. 38-39.
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mengenai kewaiiban pelaporan oleh notaris terhadap transaksi keuangan mencurigakan
dalam pencegahan TPPU di dalam Undang-Undang Iabatan Notaris.

Sementara itu, undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan
atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang fabatan Notaris, pelaporan atas
transaksi keuangan mencurigakan kJien kepada ppATK belum diatur sebagai upaya
dalam mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang. oleh karena itu, dalam
upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal, yaitu antara UUIN
dengan UU PPTPPU, maka sudah seharusnya dilakukan pembaharuan atas undang-
Undang Nomor 2 Thhun 2014 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang /abatan Notaris dan UU pprppU sehingga kedua undang-undang tersebut
menjadi saling menyapa dan bersinergi.

sinkronisasi horizontal yaitu sinkronisasi aturan yang mengkaji sampai sejauh
mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan
peraturan lainnya, yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama.
Dalam penelitian ini, penulis hendak mensinkronkan peraturan perundang-undangan
mengenai UUfN dengan UU PPTPPU. Kedudukan kedua peraturan perundang-undangan
tersebut adalah sama atau sejajar sehingga sinkronisasi dilakukan secara horizontal.

Sebagai bahan perbandingan berikut ini akan penulis kemukakan mengenai
contoh ketidakharmonisan Undang-undang Nomor l0 Tahun 1998 tentang perubahan
atas undang-Undang Nomor 7 Tahun r992 tentang perbankan dengan Undang-undang
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian Uang.

Bank (korporasi) yang menerima uang hasil kejahatan dapat disebut sebagai
kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau lazimya disebut kejahatan korpoiasi
(corporate crime). Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan secara kolekif.
Pada intinya yang disebut kejahatan korporasi jika pejabat korporasi itu melakukan
perbuatan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi. Kemudian yang disebut
sebagai kejahatan occupational jika yang melakukan kejahatan terhadap korporasi hanya
untuk memperoleh keuntungan pribadi atau secara bersama-sama, misalnya menggelapkan
dana korporasi.tT Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 199g tentang perubahan
atas undang-undang Nomor 7 Thhun 1992 tentang perbankan, korporasi belum diakui
sebagai subyek hukum pidana. Akan tetapi uU pprppU mengkualifikasikan kejahatan
korporasi sebagai suatu tindakpidana. oleh karena itu, untuk upaya sinkronisasi peraturan
peraturan perundang-undangan secara horizontal, yaitu antara undang-undang tentang
Perbankan dan uU Pprppu, maka sudah seharusnya dirakukan pembaharuan atai
Undang-undang tentang Perbankan sehingga kedua undang-undang tersebut menjadi
bersinergi.r8

Mengenai ketentuan di dalam pasal 16 ayat (1) huruf f UU/N yang menyatakan
bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu

'r Arief Amrullah, Op.Cif. hal. 146 1.1;
t3 tbid
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mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolah guna Pembuatan
aka sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, maka

pasal tersebut merupakan kelengkapan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya

sebagai Kewajiba nlngkar (Verschoningsplicht) notaris. Bahwa instrumen untuk ingkar bagi

notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris sebagaimana yang tersebut dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUIN, sehingga kewajiban ingkar untuk notaris sebagai suatu

kewajiban yang harus dilakukan. Berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan

atau tidak dipergunakan, kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh notaris,

kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban

ingkar tersebut.le Dengan demikian, batasannya hanya undang-undang saja yang dapat

memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang

diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.2o

Mengingat standar internasional yang secara eksplisit menyebut tentang notaris

dan mengingat potensi notaris yang sangat besar untuk ikut membantu upaya pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka seyogyanya pemerintah

mempertimbangkan untuk merevisi rumusan yang sudah ada sehingga yang dilaporkan

notaris hanya transaksi-transaksi tertentu saja sesuai Rekomendasi FATF Nomor 12'

Sehingga dengan demikian, upaya pencegahan TPPU dapat tercapai jika UUIN disiner-

gikan dengan UU PPTPPU.

Kemudian, bagaimana halnya dengan kebijakan menetapkan suatu Peraturan yang

dikehendaki. Menurut Sudarto, bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan

peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat serta

kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan

peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk
mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai

apa yang dicita-citakan. Artinya, pembuatan substansi dalam suatu peraturan perundang-

undangan harus sejalan dengan kebutuhan hukum suatu negara serta bertujuan untuk

mewujudkan cita-cita luhur suatu bangsa. Dengan demikian, hal tersebut tidak dapat

dipisahkan dari. sistem hukum nasional, agar dalam implementasinya tidak melenceng

dari apa yang dicita-citakan (ius constituendum).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diperoleh beberapa kesimpulan:

Pertama,kewajiban pelaporan oleh notaris atas transaksi keuangan mencurigakan

kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pencegahan

dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 ternyata bertentangan dengan kewajiban

''! Habib Adjie, Op.Cit hal. 83'84

']o 
Habib Adjie, Hukum Notaris Iudonesia-Tabir TematikTerhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris, OP.clf.hal 89.
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merahasiakan isi akta dan keterangan vang diperoreh daram pembuatan akta notaris orehnotaris sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (1) huruffUndang-Undang Jabatan Nota.s.
Kedua' rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur daram pasal l6 ayat (I) huruffundang-undang rabatan Notaris tidak berraku mutrak. Daram har t"raupat k"p"rrtirrgun

y_ang lebih tinggi yaitu kepentingan umum dan negara, maka kerahu.r"u" y"rgir_;iira
dapat dikecualikan.

Ketiga, Kebijakan formulasi UUIN yang ideal mengenai kewajiban pelaporan
bagi notaris dalam upaya pencegahan TppU adalah sink
undangan secara ho.i,*tur *tu.a UUIN dengan u" r#;i] ;,lT::::il#lX,ilX_kan kewajiban pelaporan oreh notaris mengenii transaksi keuangan mencurigakan kepadaPPATK di dalam Undang_Undang labatan Notaris.

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini disampaikan saran antara lain:
Pertama, setiap aturan hukum yang derajatnya rebih rendah tidak boleh berten_tangan dengan aturan hukum yang derajatnya lebih tinggi.
Kedua' notarisharus mengetahui biramana dan dalam har mana terdapat kepenti-

ngan_yang lebih tinggi sehingga dapat mengenyampingkan rahasiajabatan notaris. Kiususuntuk keperluan itu, notaris dapat dibebaskan daii sirmpafr .jabatannya.
Ketiga, seyogyanya pemerintah segera melakukan pembaharuan atas undang_Undang /abatan Notaris yaitu mengenai pengaturan kewajiban pelaporan transaksi

5:1*"" mencurigakan kepada ppATK d"tarri rp"yn pencegahan dan pemberantasan
TPPU.
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